
DIMENSI HI]KUM WAKAF MODERN

DALAM KTTAB AL.FIQH AL ISLfrVl WA ADILLA|IIH:
Bfr AL-WAQF KARYAWAHBAH AL-ZUHAYLI

Suchamdi'

Abstsels Walqun kajiaa bntang u&af saat

ini lcbih nmgedepankan posoalan teknik

manajenm nmupun pengembangan nazir,

tetryi kajbn dahm perspektiJ hukum wakaf

tctap wgm- Apalagi referensi-referensi

hukum wakaf tlirasa kurang, karena itu
peflsksjim hukum wakaf khusumya tehah

karya-knrya pmulis era xknrang menjadi

pmting. Salah satu karya tentang wakaf

adalah karya Wahbah al-Zuf;ryh, yaitu al-

Fiqh Islimi wa Adilla-tuhu. Dengan

pmdckatan telaah buku dan kajian tokoh

sekaligus, mal,a tulisan ini mencoba

ttwuleskipsikan bahasan hukum wakaf dalam

kitab al-Fiqh al-lslami wa Adillituhu, Btu al-

Waqf. Pada intinya, Wahboh al-Zuhayli

xbagai pemikir yang kompetm dalam bidang

fqh, usul dan perundang-undangan xcara
panjang lebar telah menjelaskan hukum

wakaf, mulai dai pmjelasan tntang defnisi
wakal tnacam dan karakteristiktty*
pmggantian dan perubahan waktf sampai

nafr wakaJ. Kitab al-Fiqh al-Islami wa

' Penuli! .d.I2h Doscd TetepJurusan Syari'ah STAIN Ponorogo
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Adillituhu: Baib al-Waqf, selain merangkum

berbagai padapat madhhab tmtang hukum

wakaf xbagaimana rqerensi kitab fqh
kotomsional, ia juga menghubungkannya

dotgan konteks fqh kekinian yaitu UU wakaf
di Negara muslim modem seperti Mesir dan

Sirii, hal teralhir inilah yang norjaili nihi
plus dalam karya yang komprehensif ini.

Kata Kunci: klarah al-Waqf al-Kuyr,
Muqdranah al-Madhdtib,' Aiyah, Iazim.

PENDAHTJLUAN

Mmgkaji tentang wakaf, dalam konteks saat ini,
lebih mengedepankan aspek pengelolaan baik secara teknis

ekonomi shari'ahnya maupun aplikasi manaiemennya. lni
tentu perihal yang pentin& mealgingat salah satu problem

pengelolaan wakaf adalah dalam persoalan sePutar hal

tersebut. Namun aplikasi pengelolaan dan pemberdayaan

wa"kaf juga tidak dapat meninggalkan telaah normatif
walaf baik dari segi normatif hukumnya (fiqh wakaf)

maupun telaah historisnya.
Untuk yang terakhir itulah, kaiian tentang wakal

tetap meniadi urgen dalam perspektif hukum. Apalagi

referensi-referensi hukum wakaf dirasa kurang, karena itu
pengkaiian hukum wakaf khususnya telaah karya-karya
perLulis era sekarang menjadi penting. Bukankah hukum
wakaf adalah salah satu hasil proses ijtihad yang penuh

dinamika dhn terus berkembang, tentunya agak berbeda

bila dibanding dmgan aspek hukum Islam yang lain yang
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lebih eksplisit referensi normatifnya, semisal hukum

perkawinan, kewarisan dan sebagainya.

Salah satu karya tentang wakaf adalah karya

Wahbah al-Zulaylr yaitu al-Fi4h lslmi wa Adilla-tuh.

Seberramya secara speifik al-Zulayli telah melahirkan

berbagi karya dalam kaiian hukum wakaf, seperti aI

Wa;qa: wa d-Waqf f Eiflh ol-lsllani, al-Amwil allati Yoqihllu

Wagfuhd an faiiprtu $atulua l&rah ol-Waqf al-K1"yt,

disamping al-FQh alJdnni tu Arlilhhth. Tetapi pemilihan

karya yang terakhir agaknya lebih tepat, karena dihlis
berbarengan dengan kaiian fiqh Islam secara umum, dan

relatif komprehensif.
Dengan penfelasan di atas, dan mengingat kajian

ini adalah kaiian karya buku dan penulisnya sekaligus,

maka tulisan ini merroba mmdeskripsikan bahasan

hukum wakaf dalam kitab ol-Fiqh al-lslini wa Adillah&,
dengan dimulai biografi singkat penulis, anatomi BaZ al
Walaf dalan kitab al-Fiqh al-Islimi wa Adillaluh, pmjelasan
tema-tema penting tmtang hukum wakaf, kontribusi dan
kritik atas karya ini, dan kesimpulan mengakhiri tr-rlisan

ini.

BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUHAYLI: SELAYANG
PANDANG

AGZuhayh dilahirkan di daerah Dir Atiyah dekat
dmgan kota Damaskus pada tahun 1932. Orang tuanya
terkenal dengan penghalal Al Qularu setia kepada Sunnah
Nabawiyyah disamping itu i"ga pelerja keras dan seorang
pedagang yang ulet. Al-Zuhayli mmikah dan mempunyai
5 orang anak, ia menyelesaikan pendidikannya hingga
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jorjang tertinggi dengan berbagai disiplin ilmu agama. Hal
ini terbukti dengan menyelesaikan pendidikan dasar dan
menengahnya di tempat kelahirannya di Damaskus.
Kemudian melaniutkan kuliah Shari'ah di Universitas Al-
Azhar pada tahun 1956 lr{, begitu luga beliau telah
menyelesaikan pendidikan bahasa Arab di kampus yang
sama. Di tengah-tengah pendidikan di Al-Azhar, beliau

iuga mempelaiari ilmu hukum di universitas 'Ain Syams

pada tahun 1957.1

Al-Zulayli menyelesaikan protram magister pada

kuliah hukum di Al-Azhar apada tahun 1959, dan

menyelesaikan program doktor dalam bidang hukum
Islam pada tahun 1953 dengan disiplin keilmuan tentang

fiqh Islam dalam perspektil p€rbandingan madhab delapan

dan perundang-undang negara. Pekerjaamya adalah

sebagi dosen pada universitas Damaskus pada tahun 1963

sampai mmdapatkan gelar professor pada tahun 1975,

dengan spesifikasi fiqh dan ushul fiqh.
Al-Zuhayli juga banyak meng{ar di berbagai tempat

dan berbagai universitas, seperti mmgajar ilmu hukum di
Universitas Libya, mengaiar Shari'ah di Universitas Emhat

Arab, Khartoum, Kuwait, Madinah dan Riyadh. Pemah

memberikan kuliah umum di India, Amerika dan Sudan.

Menladi ketua lembaga perbankan Islam dan sebagainya.

Adapun beberapa guru Al-Zuhayli, di antaranya

Syaikh Muhammad Yasin dalam Hadis, Syaikh Mahmud

al-Runkawasi dalam ilmu akidah, Syaikh Hasan al-Satti

dalam ilmu waris, Syekh Asim Khatib dalam fiqh Islam,

t slry,dZuhrcli,saD., t negd 31 Jud 2009, pukul 09.30 wlB
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Syeikh Lutfi al Fayumi dalam uqril al-fiqh dan muslalah

hadis, Syeikh Ahmad Samad dalam ilmu Tajwid, Syaikh

Al-Azhar Mahmfd Shaltrit dan doktor Abdurrahman Tal

dalam ilmu Shari'ah, Syaikh Dawahiri Shafi'i dalam usrll
fiqtr, Syaikh Mustafa Muiahid dalam fiqh Sha6'i, dan
sebagainya-2

kbih dari ,t{) karya ilmiah yang telah dihasilkannya
baik ketika di Syiria, Libya, Sudan, Emirat Arab, Amerika,
Malaysia. Afghanistan dan Indonesia, yang karyanya
tersebut dalam berbagai bidang ilmu sepe*i fiqlu "lril dan
tafsir. Beberapa contoh karya Al-Z"hayli selan al-Fiqh

Islimi wa Adillaluftn, diantaranya: Usul al-Fiqh lslimi, Athar
aL-Harb f Fiqh al lslami, al-Wajiz f Usul al-Fiqh, al Wagayi tu
d Wrqf f Fiqh al-Islimi, Nazariyyah al Daru-rah al-Shar'iyyah,

Bai' alatam, Bai' al-Dain f al-Sharfah al-lsdmiyah, Taghayyur
al-Ijtihilf, al-Amwd allati Yasihlru Waqt'uhi wa Kaifyyatu

$arfnu, Hnrah al-Waqf al-Kuyr, al Urf wa al tulala Takat al-
Ma1 al' Am, dan lain sebagainya.3

Apabila melihat latarbelakang khususnya
pendidikan dan berbagai aktifitas dan sumbangsihnya
dalam pengembangan hukum Islam, maka al-Zuhayli tidak
diragukan lagi kontribusi pemikirannya dalam hukum
Islam termasuk hukum wakaf.

ANATOMI KITAB AI-FIQII ISI,fuTI WA ADILLAruH
TENTANG WAKAF: BAB ALWAQF

Hukum wakaf dalam kitab al-Fiqh al-lslami wa

Adillituhu karya Wahbah al-Zuhayli menempati

Ibid.
tbid.
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pembahasan paling buncit dari sekian bahasan, yaitu pada
juz terakhir dan halaman-halaman terakhir. Ada asumsi
atau sekedar otak atik apakah ini berarti pembahasan
wakaf tidak penting atau bahkan yang paling penting
sehingSa diletakkan paling ,akhir. Dengan sekitar 100

hanamao al-Zuhayli menielaskan cukup gamblang tentang
hal ihwal wakaf dengan telaah al-muqarah ol-madhihib, dan
sekali-kali ditautkan dengan UU Wakaf modem, yaitu
dallam UU Wakaf Negara Mesir dan Syiria.

Ada 10 bagian pembahasan tentang wakaf dalam

kitab al-Fifi al-Islimi wa Atlillaluhu karya Wahbah Al-
Zuhaylir : 1) definisi, pensyariatan, karakter dan rukun
wakaf,2) macam wakaf dan kedudukanny4 3) hukum
wakaf dan masa akhir kepemilikan wakif, 4) syarat-syarat

wakaf, 5) penetapan wakaf baik secara shar'i maupun de

jur,e, 5) pmbatalan wakaf, 7) penyaluran wakaf, 8)

penggantian dan penjualan wakaf ketika dibutuhkao 9)

wakaf ketika mendekati kondisi mati, dan 10) nazir wakaf
(eksistensi, syarat tugas dan pencabutarmya).

Adapun beberapa rujukan kitab-kitab klasik

tentang wakaf dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillituhu dililat
dari kajian madhab fiqh-nya adalah sebagai berikut,

madhhab Hanafiyyah : al-Mabsit al-Sharahsi, Fath al-Qadir

ibnu Himam, Fatfrni al-Hindiyah, Hashiyah Radd al Muhtar ibn

'Abidin dan lain sebagainya. Untuk madhhab Malikiyah:
Mudawanah al-Kubri Shahnin, Bidiyat al-Mujtahid lbn Rusyd,

a Wahb.h Al'Zuheyli a/ Fiqb al I'la,,i 
",a 

Adilanb4Juz X (DiIr|asqi: Dar al

Fihr, tt), 7598.
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Qawinin al Fiqhiryah ibn luzzi, Sharah Kabir, Sharah Shag6r

al-Dardii, dan sebagainya. Untuk madhab Shafi'iyah:

Muhndhdhab Shayrazi, Mughni al-Mulltaj sharah Minhaj Khatib

Syarbini, Nihayah al-Muhttj, Ramli, dan sebagainya. Untuk
karya madhab Hanabilah: al-Mughni ibn Qudima-, Kn*yaf al

Qina Buhwaiti, Ghiyah al-Muntaha ibn Yusuf, dan lain
sebagainya.

Dalam beberapa pembahasan hukum Wakaf,
Wahbah iuga membandingkan dengan telaah fiqh modem
yaitu UU Wakaf. Hal ini meniadi makna plus kitab ini,
mengingat bahwa biasanya mendengar kitab fiq[ selalu

berpretensi karya ulama terdahulu atau era pertengahan.

Mengapa plus, tentu dengan adanya UU modem di sebuah

negara berarti telah mengakomodasi aspek kekinian
dimana hukum Islam (baca: fiqh) telah mengalami
keberanjakan fiqh yaitu menuju fiqh positif berupa UU.
TEMA.TEMA PENTING HUKUM WAKAF DALAM
KTTAB AI-FIQH ISLfr\iII WA ADILLATIIHLL BAB AL-
WAQF

Definisi, Dalil, Sifat dan Rukun Wakaf

Pertama tentang pengertian wakaf semakna dengan
kat^ tahb{s, tasbil xcara bahasa berarti menahan dari
pentasarrufary secara shara', Al-Zuhaylis membaginya
dalam tiga pendapat, tetapi persoalan wakaf bagi ulama
madhhab disepakati sebagai amal jariyah. Namun yang
meniadi perbedaan mereka dan pengikutnya adalah
permasalahan pemahaman terhadap wakaf itu sendiri,

5 lbid.
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apakah harta $/akaf yang telah diberikan si wakif masih
meniadi mfiknya atau berpindah seketika saat ia
menyerahkan kep ada nuuqu>f'alaih (penerima wakaf).

1. Pendapat Abri Hanifah,o
wakaf adalah menahan harta wakaf tetapi masih

dalam kepemilikan wakif dmgan cara

memanfaatkarmya dalam kebaikan. Karena ihr harta
wakaf yang sudah diwakalkan tetap bisa saja kembali
ke wakif, begitu juga boleh menjualnya. Menurut
Hanafi sesungguhnya wakd itu *bagai,rnana 'ariyah.

Harta yang telah diwakafkan tetap berada pada

kekuasaan wa.kif dan boleh ditarik kembali oleh oleh si

wakif. Harta itu tidak berpindah hak milik, hanya

manlaahrya sala yang diperuntukan untuk tuiuan

wakaf. Dalam hal ini Imam AbrI Hanifahmemberikan
pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf

yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf

wasiat. Selain tiga hal yang tersebu! yang dilepaskan

hanya manfaatnya saia bukan benda itu secara ututr-

Terhadap wakaf masjid, yaitu apabila seseor.rng

mewakalkan hartanya untuk kepentingan masjid, atau

seseorang membuat pembangunan dan diwakafkan

untuk masiid, maka status wakaf di dalam masalah ini
berbeda. Karena seseorang berwakaf untuk masjid,

sedangkan masiid itu milik Allah, maka secara spontan

masiid itu berpindah menjadi milik Allah dan

tanggallah kekuasaan si wakif dalam kasus ini. Wakaf

yang ditentukan keputusan pengadilary yaitu apabila

6 rbid., 7598-7600
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te4adi suatu sbngketa tentang harta wakaf yang tak

dapat ditarik lagi oleh orang yang mewakalkarmya atau

ahli warisnya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa

harta itu meniadi harta wakaf. Terangkatlah khilafiyah

setelah adanya putusan hakim. Wakaf wasiat, yaitu bila

s€seorang dalam keadaan masih hidup membuat

wasia! iika ia meninggal dunia, maka harta yang telah

ditentukannya meniadi wakaf. Maka dalam contoh

seperti ini kedudukannya sama dengan wasiat, tidak
boleh lebih dan 1/3 harta, sebagai harta wasiat.T

Abu (Ianifah berpendirian seperti itu dengan

menggunakan dalil sebuah hadis Rasulullah yang
diriwayatkan oleh Dir al-Qutni dari Ibnu 'Abbis, "La
habasa 'an faraidillih" (tidak ada penahanan harta
([abso) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dan
Allah). Alasan kedua bagi Abu Harifah sebagaimana
yang pemah diriwaya&an dari Hakim Suraih yang
menyebutkan bahwa Nabi SAW. pemah datang dengan
menjual harta yang telah diwakalkan. Kalau Nabi SAW.
saia pernah berbuat dan menjual harta wakaf, kmapa
kita tidak, kata Abu Hanlfah. Kalau begitu menahan
asal harta (aiz benda yang diwakafkan), bukan hal yang
disyari'atkan. Sesungguhnya yang dilarang untuk itu
adalah terhadap berhala dan patung. Terhadap dua
inilah yang dilarang, kata Abu F{arrifah sambil
mmjelaskan bahwa Rasul pemah membatalkan wakaf
untuk keperluan patung dan berhah.a

Ibid.
rbid.
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Abu Hanlfah menjelaskan, dengan
diwakafkannya suatu harta bukan berarti meniadi suatu
keharusan untuk lepasnya pemilikan wakif, oleh sebab
itu bolehlah rujuk dan mengambil kembali wakaf itu,
boleh pula menjualnya, karena menurut Abu Hanlfah,
wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan
sebagaimana dalam soal pinjam meminiam, si pemilik
tetap memilikinya, boleh menjual dan memintanya
kembali (seperti 'ariyah). Kedua argumen Abri Ha-nifah
bahwa wakaf sebagai aqad tabarru9, yaitu transaksi
dengan melepaskan hak, bukan berarti melepaskan hak
atas benda pokoknya, melainkan yang dilepaskan hanya

hasil dan manfaat dari benda yang diwakafkan itu.10

Ada suatu perbedaan dalam pandangan Imam

Abu HarfrIah dmgan kedua orang muddnya tentang

wakaf. Secara harfiah wakaf berarti penahanan. Wakaf

terdiri atas pemberian atau pemberian harta kekayaan

untuk selama-lamanya sehingga tidak ada hak-hak
pemilikan terhadap benda wakaf itu, tetapi hanya ada

hak guna saja. Ini merupakan suatu benfuk pemindahan
yang mengalihkan harta kekayaan dan pemilikkan
orang yang menyerahkan tanpa ia alihkan meniadi

milik marusia. Menurut Imam Abu Hanifahyang

e Ak^d tabafl' 
^ddah 

pemyataan dalam bentuk perkataafl dan atau P€rbuatan

leng dilz.kukan secra sepilalq tanpa memcduLan pihak lain s€rta tidak
memerlutan pemJetaan pcoerimaan (Kabul). Sedangkan akad yang

dihkukan ti&[ secara sepihat<, nxmanp ghair tabaftu' ateu lrzim, ]aitu akad

yang menycbabkan rcrjadinrlr P€rPindahan kcPemilibn (ntigal al milLiyyah)

l*,^\ Jalh Mnbarck" lvdh4 P rul*tiJ @andung Sknbiosa Rckatama Media:

2mq,40.
10 N-Zultr1ylt, AJ Fiqb al-kldai...,1(fr4
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menentang kesahihan transaksi-transaksi seperti itu,
wakaf menurutny4 '/penahanan suatu benda tertentu di
dalam pemilikan pemberi wakaf dan penyerahan atau

lxndermaan keuntungan-keuntungan sebagai derma
kepada orang-orang miskin atau tuiuan-turuan lain yang
baik, dengan cara pinjaman barang" .tt

2. Pendapat madhhab Mdiki,
sebagaimana definisi wakaf yang disebu&an

sebelumnya, harta yang diwakafkan itu menurut
Malikiyah tetap meniadi milik si Wakif. Dalam hal ini
sama dengan Abu H.adfah. Akan tetapi, Malikiyah
menyatakan tidak diperbolehkan mentransaksikannya
atau men-tasarrufkannya, baik dengan menjualnya,
mewariskannya atau menghibahkannya selama harta
itu diwakafkan. Menurutnya, boleh wakaf untuk waktu
tertentu, bukan s€bagai syarat bagi Maliki selama-
lamanya. Apabila habis iangka waktu yang telah
ditentukarL maka boleh mengambilnya lagi, walaupun
benda itu untuk masiid.l2

Wakaf menurut interpretasi Malikiyah, tidak
terputus hak si wakil terhadap benda yang diwakalkan.
Yang terputus itu hanyalah dalam hal bertasarruf.
Malikiyah beralasan dengan hadis Ibnu Umar. Ketika
Rasulullah menyatakan, "jika kamu mau, tahanlah
asalnya dan sedeqahkar ah hasitnya". Dari katmat ini,
menurut Maliki, adalah isyarat dari Rasul kepada umat
untuk mensedekahkan hasilnya saia. Maliki

Il lbi1.,7605
u lbit., 7602



68 Junith lslmaica, Vol. 7 / o. I/ran-runi2010

.nenambahkan alasannya. apabila benda yang
diwakafkan keluar dari pemilikannya, tentu Nabi tidak
menyatakan dengan kata-kata, "tidak meniualnya, tidak
mewariskan dan tidak menghibahkarurya" kepada

Umar. Hadis itu seolah-olah menyatakan bahwa Umat
tetap memiliki harta itu, tapi dengan ketentuan tidak
toleh ditasarruJkan. [Jlama Maliki juga tidak
rnensyaratkan wakaf itu buat selama lamanya, karena

tidak ada satu dalil pun yang mengharuskan wakaf
untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, boleh bagi

lv{alikiyah berwakaf sesuai dengan keintinan si wakif.
Artinya menurut Malikiyah wakaf adalah menjadikan

manfaat suatu benda kepada mustahiq untuk masa

tertentu sebagaimana yang dikehendaki wakif, walapun
yang dimiliki itu berupa upah atau berupa hasilnya

seperti uang. Dengan demikian, wakaf tidak
disyaratkan ta'bid.r3

3. I'endapat )umhur, diantaranya Imam al-Shafi'i,

wakal adalah menahan harta wakaf sembari

rnengambil manfaatnya dengan tetapnya harta wakaf

dan harta yang diwakalkan terlepas dari si wakif
rnenjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk
selama-lamanya. Implikasinya tidak diperkenankan

bagi wakif untuk mentasyarufkannya aPalagi

menjualnya. Karena itu tidak boleh wakaf yang

ditentukan langka waktunya seperti yang dibolehkan

Maliki. Maka disyaratkan pula benda yang diwakalkan
itu tahan lama, tidak cepat habisnya, s€perti makanan.

B lt,id.
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Alasannya iatah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu

Umar tentang tanah di Khaibar. Imam d Shaf i
memahami tndakan Umar menyedekahkan hartanya

dengan tidak mmiual, mewariskan dan menghibahkarl

iuga sebagai hadis karena Nabi melihat tindakan umar
itu dan Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka

diamnya Rasul dapat diEtapkan xbaejiai hadifu bqn?i,

walaupun telah didahuhti oleh hadtlh qauli.

Selaniuklya Ahnad bin {anbal mengatakan

bahwa wakaf Hiadi karcna dua hal. Pertama, karma
lcbiasaan (Ir6buatan) bahwa dia itu dapat dikatakan
m€wakafkan hartanya Seperti seseorang m€ndirikan
majid, kemudian mengizinkan orang shalat di
dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah
mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan ('urf).
Walaupun secara lisan ia tidak menyebu&anny4 dapat
dikatakan wakd karena sudah kebiasaan. Kedua,
dengan lisan baik dengan ielas (sarih) atau tidak. Atau
ia memakai kata-kata fufustu, wakaftu, sabaltu, tasadnstu,

ahbadtu, hanantu. Bila menggunakan kalimat seperti ini
maka ia harus mengiringinya dengan niat wakaf. Bila
telah jelas s€s€orang mewakalkan hartanya, maka si
wakil tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas

benda itu dan juga menurut Hambali tidak bisa
menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang
diwakalkan itu harus benda yang dapat difual,
walaupun setelah iadi wakaf tidak boleh dijual dan
harus benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan
untuk waktu @entu, tapi buat selama-lamanya.
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Definisi wakaf yang dibuat oleh para ahli fikih
pada umumnya memasukkan syarat-syarat wal<af sesuai
dengan madhhab yang dianutnya.
1. Madhhab Shafi'i

Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan:
"Menahan harta benda yang dimititi dan menyalurkan
manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan
keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak
um.um selain dari harta maksiat s€mata-mata karena ingin
mendekatkan diri kepada Allah SWT." Imam Nawawi
dalam kitab Talpir Al Fatf; Al Tanbh mendefinisikan wakaf
sebagai: "Penalnnan harta yang bisa dimanfaatkan dengan

tetap meniaga keutuhan barantny4 terlepas dari campur
tangan wakif atau lairmya, dan hasilnya disalurkan untuk
kebaikan semata-mata untuk taqarrub (mendekatkan diri)
pada Allah SWT".

2. Madhhab HanaIi
Al-Kabisi dalam kitab Anis al-Fuqihi'

mendefinisikan wakaf dengan: "Menahan benda dalam

kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya

kepada orang-orang miskin dengan tetap meniaga

keutuhan bendanya." Al-Kabisi mengemukalan definisi

altematif dan mengatakan bahwa wakaf adalah: "Menahan

harta yang secara hukum menjadi milik Allah SWT".14

3. Itiladhhab Maliki
Al-Kha!.tnb dalam kitab Mawihib a-lanl

menyebutkan definisi Ibnu Arafah Al-Maliki dan

mengatakan wakaf adalah: "Memberikan manfaat sesuatu

la N K*isi, Htba lVaL4 (aktu: IIMan Prcss, 20O4), 62.
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ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam
kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat
simbolis."

Dalam kamus ekonomi, Nazih Hamam
mendefinisikan wakaf dengan menahan pokok harta dan
menyalurkan hasilnya. Dari berbagai definisi tadi, dapat
disimpulkan bahwa wakaf adalah: "Menahan harta baik
secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan
langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat

hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum
maupun khusus."

Dalam persepektif hukum Islam (fkih) wakaf
adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan
ekplisit dalam aI Qulan dan al Sunnah. Ulama
berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari
perintah untuk melakukan al-Khayr (sx.ara harfiah berarti
kebaikan). Allah berfirman: A rtinya : " Hai orang- orang yang

beritun rukuklah, rlan sujudlah, serta beibadahlah kamu

xkalian kepada Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan supoya kamu

mendapat kemenangan." (Al- Hajj Q2): 74, Dalam ayat lain"
tidaklah mendapatkan kebaikan hingga kamu men{ka}kan
sebagian dari apa yang kamu senangi" dan lain
sebagainya. Jumlah kitab fiqh sangat banyak karena fiqh
merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang hidup
dan berkembang dalam masyarakat Islam di berbagai
penjuru dunia. Oleh karena itu, mengutip semua kitab fiqh
dalam rangka menielaskan kriteria u/akaf menurut pakar
fiqh Isla4 tidaklah mungkin dalam tulisan pendek ini.
Akan tetapi yang paling mungkin adalah mengutif
sebagiannya saia.
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Taqi al-Din Abi Bakr Ibn l{r'h:mrna4 al-IJusayni
al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk berbuat

balk (al-khayr\ berarti perintah untuk melakukan oagaf
Porafsiran Taqi al-Din Abl Bakr lbn Muhammad al-
H.usayni al-Dimasqi tersebut relevan apabila dihubungkan
(mtmdsabah) dengan firman Allah tentang wasiat (Al-
Baqarah (2): 180). Dalam ayat tersebut, kata sl- Ahayr

diartikan dengan "harta benda". Oleh karena itu, perintah
melakukan al- khayr berarti perintah untuk melakukan
ibadah bendawi.rs

Dalam hadis dikatakan bahwa wakal disebut
dengan sedekah ianyah (shadaqat jaiyat) dan al-habs Qtarta
yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan).ta Qlgtr

karena itu, nomenklatur wakaf dalam kitab- kitab hadis
darr fiqh tidak seragam. Al-Syarkhasi dalam kitab ul-

Mabsu-l,tz mgmberikan nomenklatur wakal dengan Kitab al-

Waqf, Imam Malikl8 menuliskannya dengan nomenklatur

Kilab al-Habs wa al-Sadaqit, Imam al-Shafi'i1e dalam al-

Umz memberikan nomenklatur wakrd detgan al-Afibas,

dan bahlan Imam al-Bukharizo menyertakan hadis-hadis

tentang wakaf dengan nomenklatur Kitab al Washaya. Oleh

15 Taqi al-Din Abi Bakr Ibn Muhamrnad al-IJus^t"ri -D:m s91, kfAd aL

Ahbtar F; Hall GbAa, at lkrnlfi lv | (Ser;r,arzns: Th,ha Putra tt), 31 9.
16lmtmMusn':., ;alih M,lrli,n,Jr.rz II @andung: Danhn, n), 1a.

'- AIii Bak Muhammad [bn Ahmad Ibn Srhl al-Sy^tk\^si, K)ta7 al-Mobtat.Ju?

I\' lB€ilut: D; al Kutub ar ILniyah, 2001), 33-34 .

'3 Imam M-alik Ibn AnA, al M a-pz'ana1 al-tubn-,Juz IV @cirut, Dff al Kutub
al-Ilroiyah, n), 417.

re Muhammad Ibq Idis -Shift'i, alUaa,Jvlll O{esir: Maktebah Kuliyat.l
Azhariyih, tt), 351.

zo Inram d-Bukhad, Ja&'/ al-B,tub;i, lv lll (Ser arangr Thaha Putra, I 981),
185-199.
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karena itu, secara teknis wakaf disebut dengan aJ olbas,

shadaqat jaiyat, dan al waqf. Secara normatif idiologis dan

sosiologis perbedaan nomenklatur wakaf tersebut dapat

dibenarkan, karena landasan normatif perwakafan secara

ekplisit tidak terdapat dalam alQulan atau al- Sururah dan

kondisi masyarakat pada waktu itu menuntut akan adanya

hal tersebut. Oleh karena itu, wilayah ljtihaAi dalam bidang
wakaf lebih besar dari pada wilayah Tawqif-nya.

Interpretasi ulama fikih terhadap dalil-dalil
pensyari'atan wakaf yang masih berbentuk umum tersebut

sangat penting diungkapkan dalam rangka melihat
penalaran mereka dalam membangun wakaf menjadi

sebuah institusi tersendiri dengan spesifikasinya. Dalam

hal ini dijelaskan hasil ijtihad Abri Hanlfatu Malik, al-

Shafi'i, Ahmad bin Hanbal, Dawud al-Dahiri, Mu\ammad
dan Abu YusuI, karena hasil usaha pemikiran mereka

dapat dijadikan sebagai alternatif aculn dalam
perwakafan.

Wakaf menurut para imam madhhab merupakan
suatu perbuatan sunnat untuk tujuan kebaikan, seperti

membantu pembangunan sektor keagamaan baik
pembagunan di bidang material maupun spritual.
Sebagaimana halnya zakat wakaf merupakan income d.ana

umat Islam yang sangat potensial bila dikembangkan.
Sebagai contoh Mesir yang telah berhasil memprogram
wakaf sejak seribu tahun yang lalu.

Sifat dari wakaf menurut Abu Hanlfah adalah iaiz
bukan lazim, karena dibolehkan mengambilnya kembali
kecuali beberapa hal yang diperkecualikan. Adapun
menurut Shffi'iyah dan Hanabilah, apabila wakaf sudah
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2t Znhr;ly, Al Fiqb allthrri..,76M.
,2 lbid.,7605-7606.
,r lbid.
2. tbid., 7613-7614.

jadi, maka bersifat tetap tidak boleh ada yang
menyentuhnya (merubah dan mengembalikannya).

Sedangkan menurut Malikiyah apabila wakaf sudah sah

rnaka bersifat tetap.21

Adapun rukun wakaf, menurut Hanafiyah adalah

siglut yaltu lafaz ymg menunjukkan makna mewakafkan,
seperti "tanahku ini menjadi harta walaf selamanya bagi
para miskiry dan sebagainya". Artinya pernyataan yang
keluar dari wakif yang menunjukkan kepada makna

mewakafkan. Adapun penerimaan dari mawquf 'alayh

bukanlah rukun wakaf.z
Sedangkan menurut iumhur, rukun wakaf ada 4

yaitl.r waqif, mawquf, mawquJ'alaih dm sighah.x Penerimaan

dai maukuf alaih dianggap rukun apabila wakaf itu
menuniukkan keharusan adanya pihak yang menerima,

apabila tidak maka diumpamakan seperti hibah dan
wasiat.

Khusus tentang rnawquJ @bjek wakaf) berupa

tanah, yang terkadang menjadi sengketa atas status

tanahnya, Al-Zuhaylizt mengkategorilan tiga ienis tanafr

pertama tanah iqta' berupa tanah yang diserahkan

pemerintah kepada sekelompok masyarakat untuk
digunakan dan dimanJaatkan, tetapi status tanah masih

dalam kekuasaan Negara. Tanah jenis inipun terdiri dari
dua macam yaitu iqtha' istighlal yaittt tanah yang dikuasai

langsung oleh Negara dan dan iqthn tamlik, yaitu tanah



Suchomdi, Dimensi Hukum . 75

yang dikelola atau dimanfaatkan oleh seseorang qgu
sekelompok orang. kdua, Tanah IrsMd yaitu, tanah y*g
diwakalkan oleh s€orang penguasa atau sulta& yang
asalnya dari baihrl md, untuk kepentingan umum, seperti

untuk pembangunan masjid dan sekolah. Ketiga, yatnt
tanah Hauz berupa tanah-tanah yang dikuasai oleh sultan

pada saat pemiliknya tidak mampu untuk menanaminya

dan mengelolanya kemudian sultan memberikan modal
pengelolaan, lalu hasilnya dimanfaatkan untuk
kepentingan kaum muslimin dengan hak kepemilikan
tetap ada pada pemiliknya.

Dengan paparan di atas, secara menyeluruh bentuk

wakaf adalah:

1. Wakaf adalah menahan harta untuk dikonsumsi
atau dipergunakan secara pribadi. Wakaf berasal

dari modal yang memiliki nilai ekonomi dan dapat
memberikan manfaat.

2. Wakaf mencalup harta baik harta yang bergerak
maupun yang tidak bergerak.

3. Wakaf mengandung pengertian melestarikan harta
dan menjaga keutuhannya, sehingga
memungkinkan untuk dimanJaa&an secara

langsung atau diambil hasilnya secara berulang-
ulang.

4. Definisi wakaf mengandung pengertian berulang-
ulang manfaat dan kelanjutannya baik yang

berlangsung lama, sebentar, atau selamanya.

5. Definisi wakaf mencakup wakaf langsung, yang

menghasilkan manfaat langsung dari harta atau

benda yang diwakafkan, sebagaimana iuga
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mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat

dari hasil produksiny4 baik berupa barang

ataupun iasa serta menyalurkan semua laba

bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.
6. Mmcakup jalan kebaikan umum keagamaan,

sosial, dan lain sebagainya, sebagaimana iuga
mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya
kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau
orang lain yang masih ada hubungannya dengan

wakif.
7. Mencakup pengertian fikih dan perundang-

undangary bahwa wakaf tidak teriadi kecuali
dengan keinginan satu orang, yaitu wakif saia.

8. Mencakup pentingnya peniagaan dan
kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara

langsung atau manfaat hasilnya.

Macam-Macam Wakaf

Wakaf ada dua yaitu wakaf khairi, dan ahli atau

durri. Wakaf khairi adalah mewaaka-fkan harta dengan

tuiLlan tujuan awal untuk kebaikan umum/masyarakat
luas, walaupun wakaf tersebut untuk masa tertentu,
diperuntukkan kepada seseorang atau kelompok, seperti

mervakafkan tanah untuk kepentingan rumah sakit
maupun madmsah, walaupun setelah itu untuk dirinya
dan keturunannya. Adapun wakaf ahli atau durri adalah
mewakalkan dengan tujuan awal untuk diri wakif sendiri
atarr seseorang kelompok orang tertentu, walapun pada
perjalanan selanjutnya adalah untuk kepentingan kebaikan
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lebih luas. S.p".ti mewakafkan untuk dirinlsa,
keturunannya kemudian untuk masyarakat luas.5 .9.

Sebagaimana UU Mesir Tahun 1952 dan UU Syhia
tahun 1949 tentang dihilangkannya waka{ durri,
ditetapkannya wakaf khaAi.26

Adapun kedudukan harta wakaf adalah harta yang
berwuiud dan berharga baik yang tetap (tidak bergerak)

seperti tanah, rumah maupun yang bergerak seperti alat
masjid, pakaian, dirham dan dinar (akan dibahas pada

tempat tersendiri di bagian makalah ini), timbangan dan
takarary dan sebagainya. Ada iuga wakaf benda tetapi
banyak pertentangan dan perbedaaan madhab, seperti
berupa wakaf masa' yaitu benda yang tidak berharga tetapi
banyak yang menolaloya seperti malikiyyah, Mulrammad
Syaibani dan hanafiyah. Wakaf harta hak irtifaq seperti

bangunan berlantai dengan mewakalkan salah satu lantai
tidak semuanya. Kemudian wakaf harta iqtha, hawaj,
tsyad, harta gadai dan wakaf benda upah.27

Hukum Wakaf dan Status Kepemilikannya

Implikasi adanya akad wakaf, menurut Abu
Hanifah bahwa wakaf adalah tabamr' sehingga hukumnya
tidak tetap, dan tetap status kepemilikan harta wakaf
adalah milik Wakif. Sedangkan menurut Malikiyah,
walapun harta wakaf tetap milik wakif, namun
kemanfaatan dari harta wakaf tersebut adalah tetap untuk
nuukuf 'alaih (penerima wakaf). Sedangkan Shafi'iyah,

,5 Ibid., 7607.
,6Ibid.
, Ibid., 7610-7615.
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ketika akad wakaf resmi disahkan, maka kepemilikan harta

wakaf sudah berpindah dari wakif, sudah merupakan

milik Allah. Karenanya menurut Hanafiyah, harta wakaf

baru berpindah dari wakif apabila terladi 4 hal: 1) status

harta masiid, 2) putusan hakim, 3) wafatnya wakif, dengan
pr€tensi wasiat dan 4) mensyaratkan setelah wafatnya

wakif.

Syarat Wakaf

Sebagaimana rukun wakaf ada 4, yaitu: wakif,
maukuf, maukuf 'alaih dan sighat wakaf. Adapun Syarat

wakif ada 4 iuga yaitu: merdeka, berakal, baligh dan

dervasa mampu. Dan dipertentangkan wakaf atas orang

murtad, kafir, dipaks4 dan buta, serta lainnya. Syarat

maukuf (harta wal.af) adalah berupa harta yang bemilai,

ielas, milik sah wakif secara sempuma artinya tidak ada

alttmatif lain. Adapun syarat maukuf 'alaih fteperuntukan
harta wakao adalah baik spesifik yaitu satu, dua atau

kelompok oran& atau tidak spesifik seperti para fakir,

ulama, masjid dan sebagainya. Sedangkan syarat sighat

adalah pernyataan mewakafkan dari wakif sendiri
menurut hanafiah dan Hanabilah sedangkan syafuyah dan
malikiyah harus ada ijab dan Kabul.

Imam Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda,

baik bersifat tetap (al Uqar), maupun bergerak (al Manqul)

seperti perlengkapan rumah, nushahif, tlr.tk.u-buku, senjata,

dan kendaraan boleh diiadikan obiek wakaI. Disamping

itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan

dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga

diiadikan ofiek wakaf. Sebalikny+ a] Salyid Sabiq
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berpendapat bahwa benda yang rusak (berubah) karena

dimanfaatkan seperti uang, lilio makanan dan minunyrry
tidak syah untuk diiadikan obiek wakaf. Di samping itu, al

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda-benda yang tidak
boleh dijual karena zatnya seperti Anjing Babi, dan

binatang buas, dan tidak boleh dijual karena yang lain
seperti karena digadaikan" tidak boleh diiadikan objek
wakaf.4

Muhammad Mushthafa Syalabi menjelaskan bahwa

syarat-syarat objek wakaf ada empat i Pertama, harta
tersebut harus mutaqauruim (memungkinkan untuk dijaga

atau dipelihara dan memungkinkan untuk dimanfaatkan
dengan cara terten.t;:.t) ; Kedua, harta yang diwakafkan dapat
diketahui secara sempruna oleh wakif dan pengelola

(penerima) wakaf ketika walcal diikrarkan ; Ketiga, benda
yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempuma dan

dapat dipindah tangankan ketika benda tersebut

diikrarkan untuk wakaf ; Keempat, benda yang diwakafkan
dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang
Iain.2e Pendapat ulama fiqh mengenai objek wakaf
memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus

benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya,

dan harus milik wakif secara sempuma) tidak didukung
hadist secara khusus dan mereka menggunakan ayat-ayat

Al Quran dan hadis yang bersilat umum. Oleh karena itu,
penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah
ijtihadi.

a Al-Saryid Sabiq, F;/ S$,,ab,l!,lll, (leifn:c Dat el Fikq 1983), 382.

' Muhammed MugSafi SrJ^bi, Mab;la&f al lyaql, w al-lZa1iar, (Llesk,Dzr d-
Ta'ti( 19s1,5a-s?.
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Pe:netapan Wakaf baik secara Syali maapan ile f ure

Penetapan wakaf secara de iure dalam konsep fiqh
konvensional, dikondisikan dalam bentuk persaksian

(syahadah) oran& mengingat tradisi personal approach
pada waktu itu masih sangat kuat, dalam konteks saat ini
tentu menggunakan bukti otentik mengingat tradisi tulis
menulis sangat kuat sehingga penentapan wakaf dilakukan
dalam bentuk sertifikat wakaf yang dilakukan oleh
pemerintah, s€bagaimana UU Wakaf Mesir pasal 48 tahun
1952, disyaratkan adanya sertifikat resmi dari wakif
dengan melakukan pencatatan dihadapan hakim syar'i.

Hal-hal yang Membatalkan Wakaf

Adapun beberapa hal yang membatalkan wakaf

adalah seperti, adanya perihal yang mencegah terjadinya
wakaf, seperti meninggalnya wakif dan sebagainya, belum
sempurvrnya kepemilikan wakif atas harta wakaf, wakaf
untuk kemaksiatan, wakaf untuk musuh, wakaf untuk
dirinya sendiri walaupun beserta teman non waris,
kebodohan wakif; wakif orang kafir.31

Pentasarufan Wakaf

Pemanfaat harta wakaf diperuntukkan kepada apa

yang disyaratkan oleh wakif, ini pendapat iumhur.
M.',nurut malikiyyah waiib bagi nazir untuk melestarikan

bahkan memberdayakan harta walaf. Sedangkan

keperuntukannya apabila bertentangan dengan wakif

n lrl-Zl.lntyli, Al Fiqb al I'la$i. . .,1667 .
,r lbid., 7668.



Suchomdi, Dimensi Hukum .,. 81

maka kata kuncinya adalah memberikan kemanfaatan, bila
syarat wakif tidak bermanfaat, maka na-zir boleh ti&k
mengikuti persyaratan wakif .32

Penggantian dan Peniualan Harta Wakaf.

Menukar dan mengganti benda wakaf, dalam
penalaran ulama, terdapat perbedaan antara benda wakaf
yang berbentuk masjid dan bukan masjid. Yang bukan
masjid dibedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda

tidak bergerak.

Terhadap benda wakaf yang berbentuk masiid, selain Ibn
Taimiyyah dan sebagian Hanabilah sepakat menyatakan

terlarang menjualnya. Sementara terhadap benda wakaf
yang tidak berupa masiid, selain madhhab Shafi'iyah
membolehlan menukamya, apabila tindakan demikian
memang benar-benar sangat diperlukan. Namun mereka

berbeda dalam menentukan persyaratannya.

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda

wakaf tersebut dalam tiga hal: 1) apabila wal<if memberi
isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika ikrar, 2)

apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankao
dan 3) jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar

dan lebih bermanfaat. Selanjutnya Hanafiah juga

membolehkan menjual dan menukar sekalian benda-benda

wakaf khas dan 'am kecuali masjid. Mereka membolehkan
tersebut den8an tiga keadaan, yaitu: Pertarna, orang yang

berwakaf mensyaratkan hal itu ketika berwakaf. Kedua,

harta wakaf itu tidak dapat dimanfaatkan lagi. KeEga,

32 tbia.,%72.
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perhrkaran itu mendatangkan manlaat yang lebih baik dan

harga yang lebih mahal.

Ulama Malikiyah iuga menentukan tiga syarat,

yaitu: 1) wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan

ditukar atau diiual, 2) benda wakaf itu berupa benda

bergerak dan kondisinya tidak seusai lagi dengan tuiuan
semula diwakafkar; 3) apabila benda wakaf pmgganti
dibutuhkan untuk kepentingan umuln7 seperti
pernbangunan masjid, jalan raya dan sebagainya.

Malikiyah juga berpendapat bahwa harta wakal tidak
boleh diiual dalam tiga keadaan: Pertama, orang yang
mewakafkan mensyaratkan tidak boleh meniual sewaktu
ada perianjian wakaf tersebut, lalu ia mengikuti syarat itu.
Kedua, benda yang diwakafkan itu termasuk jenis benda

yang bergerak dan tidak pantas bagi pihak si penerima

wakaf Lalu benda wakaf itu dilual dan harganya dibelikan
pada hal yang seumpama dan sebanding dengannya.

Ketiga, tumbuh-tumbuhan yang dijual itu untuk
kepentingan perluasan masjid atau jalan perkuburan dan
pada hal-hal yang lainnya yang tidak boleh dijual.r:

Ulama Hanabilah lebih tegas lagi, mereka tidak
membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid

ataLu bukan masjid. Misalnya benda wakaf itu boleh ditukar
atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat

dibutuhkan. Misalnya suatu masiid yang tidak dapat lagi
digunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan

tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu

desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru

33 tbid,,1611
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mereka tidak mampu membangun masjid yang baru. Dasar
pemikiran ini sangat praktis dan rasional. Pertffii,
tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut

sangat diperlukan. Contohnya, seseorang mewakafkan
kuda untuk tentara yang sedang beriihad fi sabilillah,
setelah perang usai, kuda ters€but tidak diperlukan lagi.
Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh diiual, dan
hasilnya dibelikan sesuatu benda lain yang lebih
bermanfaat untul diwakafkan. Kedua, karena kepentingan
mashlahat yang lebih besar, seperti masiid dan tanahnya
yang dianggap kurang bermanfaat, diiual untuk
membangun masjid baru yang lebih luas atau lebih baik.
Dalam hal ini mengacu kepada tindakan Umar ibn al
Khaththab ketika ia memindahkan masiid Kufah dari
tempat yang lama ke tempat yang baru. Usman kemudian
melakukan tindakan yant sama terhadap maslid Nabawi.
Golongan Hanabilah membolehkan meniual masjid apalagi
benda wakaf lain selain masjid, dan ditukar dengan benda
lain sebagai waka{, apabila ditemui sebab-sebab yang
memboleh-kan". Umpamanya tikar yang diwakalkan di
masiid, apabila telah usang atau tidak dapat dimanfaatkan
lagi, boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan lagi
untuk kepentingan bersama.

Hal seperti ini diperbolehkan Ahmad bin Hambal
dan ulama-ulama lainnya. Ahmad beralasan dengan
tindakan Umar bin Khaththab yang memindahkan masjid
Kufah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang
lama dijadikan pasar untuk peniual-penjual buah tsamar.
Sedangkan dalam masalah penggantian bangunan dengan
bangunan lairl Khalifah Umar dan Ustman pemah
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membangun tanpa mengikuti konstruksi pertama dan
bahkan memberi tambahaq demikian juga Masjidil
Haram.s

Sementara itu, golongan Shafi'iyah menyatakan

bahwa terlarang menjual dan menukarkan wakaf secara

murtlak. Sehingga walaupun wakal itu termasuk wakaf
khas seperti wakaf untuk keluarga, dan walaupun
dibolehkan oleh bermacam-macam sebab. Mereka
membolehkan bagi si penerima untuk menghabiskannya

guna keperluan sendiri iika ditemui hal yarl.g

membolehkan seperti pohon yang mulai mengering dan
tidak ada lagi kemungkinan untuk berbuah. Maka orang
yang menerima wakaf boleh memanlaatkan gurra kayu api,
tapi tidak boleh menjual dan menukarkannya. Illama
Shafi'iyah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu
Umar, "Harta wakaf tidak boleh diiual dihibahkan dan
diwariskan.

Berdasarkan uraian itu, berarti pada prinsipnya
harta wakaf tidak bisa dilakukan transaksi hukum lairu

seperti dihibahkan, diiual, atau diwariskan, namun apabila
tidak bermanfaat lagi sesuai dengan ikrar wakaf semula,

atau adanya kepentingan umum yang lebih besar, maka

perrgalihfungsian benda wakaf merupakan bentuk solusi

dengan pertimbangan mashlahah.

Wakaf ketika Kondisi Wakif Sakit Parah

Walapun dalam persyaratan wakif sebelumnya

sudah dilelaskan seperti tidak tercegah dari pentasarrufan,

r4Ihid.,7680.



hak kepemilikan sah dari wakif. Tetapi apabila wakif
ketika mewakafkan hartanya pada posisi sakit parah E'an

mungkin akan meninggal, maka menurut hanafiyah, wataf
tersebut sah dengan dihitung sebagai wasiat sehingga

diambil tak lebih dari sepertiga bagian. Sedangkan

menurut iumhur wakaf tetap sah baik dikala sehat atau

sakit, tetapi implikasinya yang berbeda dengan dimaknai
sebagi warisan atau wasiat.3s

Naz-ir Wakaf

Syarat nazir wakaf diantaranya: 1) nazir yang ielas,
nyata mampu atau professional, 2) adapun syarat naz-ir

secara personal adalah adil, empowerment & powerfull,
Islam. 3) tugas nazir yaitu meniaga, menjalankan,

menginvestasikan, menyalurkan harta wakaf. 4)

pencabutan nazt, menurut Hanafiyah diserahkan secara

total kepada wakiI. Bisa dilakukan oleh qadi apabila

memang teriadi kesalahan yang dilakukan oleh nazlr.

Wakaf Uang

Wahbah Al Zuhaili juga mengungkapkan bahwa
madhhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai

pengecualian, atas dasar Istihsan bi al Urf, karena sudah

banyak dilakukan masyarakat. Madhhab llanafi memang

berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan
'urf (adapt kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama

dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan zash (teks).

Dasar argumentasi madhhab Flanafi adalah hadis yang
diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, r.a yang artinya,

r5 Ibid., 7684-7685
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"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimi+ maka

dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yant
dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam
pandangan Allah pun buruk".

Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf uang
sebagaimana kebolehan benda bergerak lainnya seperti

mewakafkan buku, mushhaf, dan sebagainya. Dalam
masalah ini Ulama Hanafiyah mensyaratkan nilai uang

tersebut tetap (baqa'), atau tidak hilang. Dari sinilah
kalangan ulama Hanafiyah berpendapat boleh

mewakafkan dinar dan dirham sepa{ang diinvestasikan
dal.am bentuk mudharabah atau musyarakah. Ibn Abidin,
mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan

me.rupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah

kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di
negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan.

Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai
tidak boleh atau tidak sah.:5

Dengan demikian, dapat disimpulkary ulama yang
membolehkan wakaf uang berpendapat, wak# uang
diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha

bug hasil (mudirabah), kemudian keuntungannya
disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian
uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan
kepad.a mauquf'alaih adalah hasil pengembangan wakaf
uang tersebut. Mauquf alaih dalam hal ini adalah anak

miskin yang sekolahnya dibiayai.

5 tbid.,7611.
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Yang iuga berpandangan bahwa wakal tunai tidak
boleh adalah madhlub Shafi'i. Menurut AI Bakri, madhhab
Shaf i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan
dinar (baca:uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga

tidak ada lagi wujudnya. Perbedaan pendapat di atas,

bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai
berkisar pada wujud uang.

Seperti yang telah diuraikan di atas, wakaf dalam
bentuk uang turai diperbolehkan, dan dalam prakteknya
juga sudah dilaksanakan oleh umat Islam. Di dalam
sumber-sumber ajaran Islam, yaitu al Qur'an dan al

Sunnah tidak diiumpai larangan wakaf uang tunai.
Mulculnya perbedaan tentang wakaf uang tunai bermula
dari penafsiran tentang ucapan Rasulullah kepada 'Umar
ibn al-Khattab: "Kalau kamu berkenan, talun pokoknya dan

sedekaWan hasilnya"

Dari "tahan pokoknya" itulah difahami harta wakaf
harus tetap materialnya. Fatwa Lnam al-Zuhri lebih mudah
difahami apabila "pokok" di sini tidak berarti material,
tetapi bermakna substansi, karena uang fuga mempunyai
substansi yang relatif tetap.

KEBERAT{JAKAN FIQH WAKAF DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA MUSLIM
MODERN

Perlu dicermati, adanya beberapa referensi kitab al-

Fiqh al-klami ua Adilla-tuhu karya Wahbah Al-Zulayli,
khususnya bab wakaf sebagai titik point pembahasan

makalah ini, temyata iuga menielaskan tentang UU hukum
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wakaf yang telah diaplikasikan di dua Negara muslim
modem yaitu Syiria dan Mesir. Mengapa perlu dicermati,
temyata Al-Zuhayli telah memasukkan UU positif tentang

hulcum Islam seperti UU Wakaf ini ke dalam kaiian kitab
fiqhnya. Setidaknya muncul "keberanjakan fiqh" yang

dulu bersifat 6qh konvesional yang terserak dalam
berbagai kitab klasik kemudian beraniak masuk ke dalam
teks UU positif Negara muslim modem, tak terkecuali di
Ind onesia. Dalam konteks hukum wakaf, telah muncul UU
No 41 Tahun 2004 Tentang Wak# dan PP-nya No 42 Tahun

20c5.

Dengan segala implikasi yang muncul adanya

ketrerarriakan fiqh tersebut, minimal lahir sisi-sisi
pernbaruan hukum wakaf dari fiqh klasik kepada UU
positif, diantara sisi-sisi pembaruan itu adalah:

A. Perluasan harta benda wakaf yang dirinci menjadi
harta benda wakaf bergerak dan tidak bergerak.

Muncul konsep wakaf uang, berikut logam mulia, surat

berharga, hak atas kekayaan intelektual dan sebagainya

telah memberikan sisi pembaruan hukum wakaf dalam
konteks saat ini, yang sangat dimungkinkan pada era

fiqh klasik belum muncul. lCrusus, tentang wakaf
uang, beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf
uang telah dipraktekkan oleh masyarakat yang
menganut madhhab Hanafi. Terdapat perbedaan
pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam Al-
Bukhari (wafat tahun 252 H) mengungkapkan balwa
Imam Al Zuhri (wafat tahun 124 FI) berpendapat dinar
dan dirham fteduanya mata uang yang berlaku di
Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah
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dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai

modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan
keuntulgannya sebagai wakaf. Pembahasan ulaiira
tentang n akaf, sesungguhnya telah cukup maiu.

Banyak gagasan yang mereka kemulakan sudah
mengantisipasi perkembangan zaman. Ulama madhab

Maliki misalnya membolehkan mewakalkan manfaat

hewan untuk dipergunakao dan membolehkan
mewalalkan uang. Ulama madhab Shafi'i dan Madhab
Hambali berpendapat bahwa baik harta bergerak,

seperti mobil dan hewan, maupun harta tidak bergerak

seperti rumah dan tanaman, boleh diwakaIkan.
B. Konsep dan definisi wakaf muabbad. dNt muaqqat.

Dalam konteks masyarakat lndonesia, hanya mengenal

bahwa wakaf bersifat muabbad, yang memang
terinspirasi dari pikiran madhab Syafii yang nota bme
menyebar luas di nusantara ini.

C. Perubalran dan pengalihan harta walaf. Walaupun
secara dasariyah, harta wakaf tidak boleh dirubah atau

dialihkan, tetapi kemudian banyak sekali perkecualian
yang memungkinkan terjadinya alih fungsi harta
wakaf. Ini teriadi karma mengikuti madhab Syafiiyah
yang memang sangat ketat dan tidak membolehkan
perubahan heart wakaf.

D. Penerapan sistem manaiemen perwakafan merupakan
salah satu aspek penting dalam pembaruan wala{ di
Indonesia. Dalam paradigma lama, wakaf selama ini
lebih menekankan pentingnya pelestadan dan
keabadian benda wakaf. Dalam pengembangan

paradigm baru walaf lebih menitikberatkan pada
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aspek p€manfaatna yang lebih nyata tanpa kehilangan
eksistensi benda wakaf. Beberapa contoh penguatan

kapasitas manaierial adalah:

1. Sertifikat harta wakaf
2. Pmgelolaan secara produktif dengan prinsip

shari'ah
3. Organisasi Pengelola Wakaf (BWI)

4. Dan sebagainya.

Adanya sisi-sisi pembaruan hukum wakaf yang
merupakan proses keberaniakan fiqh ke dalam UU positif,
memang tidak terelalkan. Hasil seperti ini lahir karcna

memang realitas kemodeman yang memberikan
perubahan khususnya dalam korsepsi UU hukum wakaf
Negara muslim modem seperti Indonesia. Sisi pembaman
ini ddaklah berialan apa adanya, tetapi ada semacam
semangat atau metode yang melandasi perubahan seperti
ini. Seperti konxp takhryyur dan talfq, siydsah shar'iyah,

takhsis al-qada, moshhah dm lain xbgainya.3T

PENUTUP

Wahbah al-Zuhayli secara panjang lebar telah
menjelaskan hukum wakaf, mulai dari penielasan tentang
definisi wakaf sampai nazir wakaI. Kitfu al-Eiqh al-lslami wa

Atlillaluhu selain merangkum berbagai pendapat madhab
tentang hukum wakaf sebagaimana referensi kitab fiqh
konvensional, ia iuga menghubungkannya dengan konteks

37 JND Andetson, La B/ra it Tk Mttlin lYorld Snndon: The Adrlonc Prcss,
1976),42-45.
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fiqh kekinian yaitu UU wakaf di Negara muslim moderen
seperti Mesir dan Syiria.

Walapun kllab al-Fiqh al-Islami ini sangat kental
tentang fiqh klasik, tetapi minimal sangat berguna bagi
proses penelusuran dini tentang konsepsi hukum wakaf
dalam Islam. Kajian hukum walaf dewasa ini sangat cepat

berubah mengingat situasi dan kondisi yang
mengiringinya sehingga menyebabakan hukum wakaf juga

mendesain dirinya sendiri. Taruhlah wakaf uang
kontekstualisasi z.oaqif dm mawqu/'alayh termasuk konsepsi

nazir, juga mengalami perubahan sangat drastis. Karena itu
selain membaca deskripsi hukum wakaf sebagaimana

dalam kitab Al-Zuhayli ini, tetapi iuga harus mengasah

metodologi hukum wakaf sehingga lebih bervariatif dalam

mengaplikasikannya.
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